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     BAB V 

P E N U T U P 

 

1.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen dan pembahasan, selanjutnya dapat 

ditarik beberapa  kesimpulan sebagai berikut. 

1. Posisi unggulan pada sumber pajak terdapat pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pajak rokok. Posisi unggulan pada sumber 

retribusi terdapat retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Posisi unggulan pada 

sumber Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  adalah Bagian Laba 

Lembaga Keuangan. Dan Posisi unggulan dari sumber Lain-lain PAD yang Sah  adalah  

Pendapatan Bunga. 

2. Posisi potensial pada sumber pajak ditempati oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB) dan Pajak Rokok. Posisi potensial dari sumber retribusi daerah adalah 

Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Posisi potensial dari sumber Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  adalah Bagian Laba Lembaga 

Keuangan. Posisi potensial dari sumber lain-lain PAD yang sah adalah Pendapatan 

BLUD. Artinya komponen - komponen  ini masih   sangat   potensial   untuk 

dikembangkan menjadi sumber unggul. 

3. Posisi berkembang dari sumber pajak, ditempati oleh pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor. Posisi berkembang dari sumber retribusi daerah adalah Retribusi Jasa Usaha. 

Posisi berkembang dari sumber Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  

adalah Bagian Laba Atas Penyertaan Modal  pada Perusahaan Milik Daerah. Sedangkan  
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Posisi Berkembang dari sumber Lain-lain PAD yang Sah  adalah Tuntutan ganti 

kerugian daerah, Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,  Hasil 

dari pemanfaatan kekayaan daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Artinya komponen - 

komponen  ini masih   sangat   bisa  dikembangkan, agar dapat meningkat ke kuadran 

potensial atau Unggul. 

4. Posisi terbelakang dari sumber pajak ditempati oleh pajak air permukaan, dari sumber 

retribusi daerah adalah Retribusi Perijinan Tertentu. Posisi terbelakang dari sumber 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  adalah Bagian Laba Atas 

Penyertaan Modal  pada Perusahaan Milik Swasta. Posisi Terbelakang dari sumber Lain-

lain PAD yang Sah  adalah Penerimaan jasa giro, Pendapatan denda pajak, Pendapatan 

dari pemgembalian, Pendapatan dari angsuran/cicilan Penjualan dan Pendapatan dari 

Penyisihan Piutang.   

1.2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen dan pembahasan, selanjutnya dapat 

ditarik beberapa  kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pemerintah Daerah Provinsi NTT melalui instansi terkait hendaknya dapat 

memprioritaskan sumber-sumber penerimaan PAD kategori unggulan dan potensial 

seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak 

rokok, retribusi jasa umum, Retribusi Jasa Usaha, Bagian Laba Lembaga Keuangan, 

Pendapatan BLUD, Pendapatan Bunga, dan lain-lain PAD yang sah memiliki kontribusi 

besar dalam menghasilkan pendapatan daerah, hal itu tentu tanpa mengabaikan sumber-

sumber berkembang dan terbelakang seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor, 

pajak air permukaan, Retribusi Perijinan Tertentu, bagian Laba Atas Penyertaan Modal  
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pada Perusahaan Milik Daerah, bagian Laba Atas Penyertaan Modal  pada Perusahaan 

Milik Swasta, Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, Lain-lain PAD yang sah, 

pendapatan denda pajak, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan dari 

pengembalian, Pendapatan dari angsuran/cicilan Penjualan, dan Pendapatan Dari 

Penyisihan Piutang. Karena itu kedua posisi ini harus dipertahankan dan dijaga stabilitas 

pertumbuhan agar tetap menjadi sumber utama penerimaan daerah. Sumber potensial 

biasanya memberikan kontribusi yang besar dalam PAD, namun laju pertumbuhannya 

lambat dan apabila tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah sumber ini bisa saja akan 

berubah menjadi tertinggal. 

2. Sumber-sumber pendapatan daerah yang terdapat pada posisi Berkembang dan 

Terbelakang seperti pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak bahan 

bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, Retribusi Perijinan Tertentu, bagian 

Laba Atas Penyertaan Modal  pada Perusahaan Milik Daerah, bagian Laba Atas 

Penyertaan Modal  pada Perusahaan Milik Swasta, Hasil dari pemanfaatan kekayaan 

daerah, Lain-lain PAD yang sah, pendapatan denda pajak, hasil dari pemanfaatan 

kekayaan daerah, Pendapatan dari pengembalian, Pendapatan dari angsuran/cicilan 

Penjualan, dan Pendapatan Dari Penyisihan Piutang juga perlu mendapat perhatian serius 

agar dapat meningkatkan kontribusinya dalam PAD dan dapat bergeser ke posisi 

Unggulan atau Potensial sehingga dapat menambah penerimaan PAD.  

3. Pemerintah Daerah dapat menjadikan sumber berkembang sebagai potensi atau sumber 

pendapatan baru bagi daerah karena dengan laju pertumbuhan sumber yang tinggi, 

kontribusi sumber berkembang masih dapat ditingkatkan lagi. Pemerintah daerah sebisa 

mungkin terus mengarahkan sumber terbelakang agar kontribusinya bertambah dan 
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bergeser menjadi sumber berkembang. Pemerintah daerah perlu meminimalkan adanya 

sumber terbelakang atau setidaknya menjaga agar sumber ini tidak bertambah jumlahnya. 

4. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan dan melakukan penegakan 

hukum dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak serta melakukan pengendalian dan 

pengawasan atas pungutan sumber-sumber PAD. 

5. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, baik kewajiban formal maupun material 

dibutuhkan rasa kesadaran dalam diri wajib pajak untuk membayar pajak agar wajib 

pajak memahami manfaat dalam membayar pajak daerah untuk pembangunan daerah dan 

menyadari pentingnya ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak memiliki 

rasa kerelaan dan suka rela dalam membayar pajak daerah. 
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